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Abstrak 
Penelitian ini membahas peran tata kelola kolaboratif dalam pengembangan pariwisata 
pedesaan di Agrowisata Bumiaji, Kota Batu, dengan fokus pada sinergi antar pemangku 
kepentingan serta dampaknya terhadap pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kemitraan multi-pihak yang melibatkan pemerintah, sektor 
swasta, masyarakat, akademisi, dan komunitas memiliki peran penting dalam menciptakan 
pengelolaan pariwisata yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Keberhasilan kolaborasi 
ini didukung oleh adanya partisipasi aktif, transparansi, dan kepercayaan antar pihak, sehingga 
pengembangan pariwisata tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga 
memperhatikan aspek sosial dan lingkungan serta mendukung pencapaian SDGs 17. Namun, 
masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya koordinasi antar stakeholder, 
keterbatasan sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Oleh 
karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, kapasitas SDM, serta partisipasi masyarakat 
agar kemitraan dapat berjalan lebih optimal dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat 
tercapai. 
Kata Kunci: Tata Kelola Kolaboratif, Pariwisata Pedesaan, Kemitraan Multipihak, 
Keberlanjutan, SDGs 17 
 

PENDAHULUAN 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan 
sumber daya dan pelestarian lingkungan. Dengan keunggulan sektor pendidikan, 
budaya, kuliner, serta kedekatan dengan destinasi wisata alam, Kota Malang. 

Pariwisata merupakan sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap 
pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Dalam upaya meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor ini, 
pemerintah telah mendorong berbagai program pengembangan, seperti homestay desa 
wisata, digital tourism, dan peningkatan aksesibilitas. Program-program tersebut 
bertujuan untuk memperkuat daya tarik destinasi wisata sekaligus memberdayakan 
masyarakat lokal agar dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi pariwisata secara 
berkelanjutan. 

Sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Timur, Kota Malang memiliki 
potensi besar dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Keunggulan sektor 
pendidikan, budaya, kuliner, serta kedekatan dengan destinasi wisata alam menjadikan 
Kota Malang sebagai kawasan yang terus mengalami pertumbuhan wisata. Namun, 
pengembangan pariwisata yang berkelanjutan tidak dapat hanya bergantung pada 
peran pemerintah. Diperlukan kemitraan multi-pihak yang melibatkan pemerintah 
daerah, sektor swasta, masyarakat, akademisi, dan komunitas untuk menciptakan tata 
kelola pariwisata yang inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. 

Konsep kemitraan multi-pihak ini sejalan dengan tujuan pembangunan global 
yang tertuang dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan 
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ke-17 mengenai Partnerships for the Goals. SDGs 17 menekankan pentingnya 
kolaborasi lintas sektor sebagai strategi untuk memperkuat kapasitas pembangunan, 
inovasi, dan keberlanjutan. Dalam konteks pariwisata, implementasi SDGs 17 
diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah, 

 sektor swasta, dan masyarakat guna menciptakan ekosistem pariwisata yang 
tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan 
lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan sosial. 

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis peran kemitraan multi-
pihak dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kota Malang sebagai bentuk 
implementasi SDGs 17. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kolaborasi 
antar pemangku kepentingan, mengevaluasi efektivitas kemitraan dalam pengelolaan 
pariwisata, serta merumuskan rekomendasi strategi pengembangan yang dapat 
mendukung keberlanjutan sektor pariwisata dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip pembangunan yang diusung 
oleh United Nations. 

 
KERANGKA TEORI 
1. Teori Kemitraan Multi-Pihak (Multi-Stakeholder Partnership) 

Teori ini menjelaskan bahwa pembangunan, khususnya sektor pariwisata, tidak 
dapat dilakukan secara tunggal oleh pemerintah. Kemitraan multi-pihak melibatkan 
pemerintah, sektor swasta, masyarakat, akademisi, dan komunitas untuk menciptakan 
sinergi sumber daya dan pengetahuan. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan 
efektivitas pengelolaan pariwisata, memperkuat daya saing destinasi, serta 
memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. 
Indikator kemitraan multi-pihak (relevan dengan teori Jos Edward Materhord 
Asnania): 
• Adanya partisipasi aktif pemangku kepentingan. 
• Pembagian peran yang jelas antar pihak. 
• Komunikasi dan koordinasi yang efektif. 
• Kepercayaan dan komitmen dalam kolaborasi. 
• Hasil kemitraan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Teori ini mendukung penelitian karena pengembangan pariwisata berkelanjutan 
di Kota Malang memerlukan keterlibatan berbagai pihak agar pengelolaan wisata lebih 
inklusif dan berkelanjutan. 
2. Teori Collaborative Governance 

Collaborative governance menjelaskan proses pengambilan keputusan dan 
pelaksanaan kebijakan melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Dalam 
model ini, pemerintah tidak bertindak secara hierarkis, tetapi sebagai fasilitator yang 
mendorong kolaborasi antar sektor. 
Indikator collaborative governance: 
• Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan 

kebijakan. 
• Pengambilan keputusan yang berbasis konsensus. 
• Transparansi dan akuntabilitas dalam proses kolaborasi. 
• Adanya mekanisme evaluasi dan umpan balik. 

Dalam konteks pariwisata, collaborative governance penting untuk memastikan 
bahwa kebijakan pengembangan wisata mempertimbangkan kepentingan ekonomi, 
sosial, dan lingkungan secara seimbang. 
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3. Teori Formulasi Kebijakan 

Teori formulasi kebijakan menjelaskan proses penyusunan kebijakan publik yang 
melibatkan identifikasi masalah, penentuan alternatif solusi, dan pemilihan kebijakan 
yang paling efektif. Dalam pengembangan pariwisata, kebijakan yang baik harus 
berbasis pada kebutuhan masyarakat dan kondisi lokal agar implementasinya berjalan 
optimal. 
Indikator formulasi kebijakan: 
• Analisis kebutuhan dan masalah yang dihadapi sektor pariwisata. 
• Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan. 
• Kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan. 
• Evaluasi kebijakan untuk perbaikan berkelanjutan. 

Teori ini relevan karena keberhasilan pengembangan pariwisata di Kota Malang 
bergantung pada kebijakan yang mendukung kolaborasi dan keberlanjutan sektor 
wisata. 
4. Teori Pariwisata Berkelanjutan 

Teori pariwisata berkelanjutan menekankan bahwa pengembangan pariwisata 
harus memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian 
lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Pariwisata tidak hanya bertujuan meningkatkan 
jumlah wisatawan, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya dan nilai budaya 
lokal. 
Indikator pariwisata berkelanjutan: 
• Pelestarian lingkungan dan budaya. 
• Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. 
• Pengelolaan wisata yang bertanggung jawab. 
• Pengurangan dampak negatif aktivitas wisata. 

Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembangunan global dalam agenda 
Sustainable Development Goals yang digagas oleh United Nations, khususnya SDGs 17 
mengenai kemitraan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. 
5. Integrasi Teori (Kerangka Konseptual) 
Penelitian ini mengintegrasikan teori-teori tersebut dalam kerangka berikut: 
• Kemitraan multi-pihak sebagai dasar kolaborasi. 
• Collaborative governance sebagai mekanisme pengelolaan kolaborasi. 
• Formulasi kebijakan sebagai landasan regulasi dan pengambilan keputusan. 
• Pariwisata berkelanjutan sebagai tujuan akhir pengembangan sektor wisata. 

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menganalisis peran 
kemitraan multi-pihak dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kota Malang, 
serta memberikan rekomendasi strategi pengelolaan pariwisata yang inklusif dan 
berkelanjutan. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan kajian teori melalui pendekatan kualitatif dengan 
metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena 
penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena kemitraan multi-
pihak dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan berdasarkan data sekunder yang 
bersumber dari literatur, artikel ilmiah, jurnal, buku, dan dokumen kebijakan. Studi 
kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai perspektif dan teori 
yang relevan tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan konsep 
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kemitraan multi-pihak dalam pengembangan pariwisata dan menganalisisnya 
berdasarkan teori tata kelola kolaboratif, formulasi kebijakan, serta pariwisata 
berkelanjutan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan dari literatur 
dengan konteks pengembangan pariwisata di Kota Malang serta implementasi prinsip 
pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan agenda Sustainable Development 
Goals (SDGs), khususnya SDGs 17 mengenai kemitraan untuk  mencapai  tujuan  
pembangunan.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  memberikan 
pemahaman mendalam mengenai peran kolaborasi multi-pihak dalam menciptakan 
tata kelola pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. 
Sumber Data 

Data penelitian bersumber dari data sekunder, meliputi: 
1. Jurnal ilmiah dan artikel penelitian: Digunakan untuk memperoleh teori dan 

temuan empiris terkait kemitraan multi-pihak, tata kelola pariwisata, dan 
pembangunan berkelanjutan. 

2. Sumber digital dan publikasi kredibel: Digunakan untuk memperkaya analisis dan 
memastikan penelitian didasarkan pada data yang valid dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: 

1. Studi literatur: Mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan 
dengan tema penelitian. 

2. Analisis literatur: Menyaring dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema 
penelitian untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. 

Teknik Analisis Data 
Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu teknik 

untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari literatur yang dikaji. Langkah-
langkah analisis meliputi: 
1. Reduksi data: memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. 
2. Kategorisasi data: mengelompokkan data berdasarkan tema seperti kemitraan, 

pariwisata berkelanjutan, dan tata kelola kolaboratif. 
3. Interpretasi data: menghubungkan temuan literatur dengan teori dan konsep yang 

digunakan. 
4. Penarikan kesimpulan: merumuskan temuan yang menjawab tujuan penelitian. 

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis peran kemitraan 
multi- pihak dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan tanpa memerlukan 
pengumpulan data lapangan.Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk 
menganalisis peran kemitraan multi- pihak dalam pengembangan pariwisata 
berkelanjutan tanpa memerlukan pengumpulan data lapangan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Konsep Kemitraan Multi-Pihak dalam Pengembangan Pariwisata 

Berdasarkan hasil kajian dari berbagai literatur, kemitraan multi-pihak 
merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan beberapa aktor seperti pemerintah, 
sektor swasta, dan masyarakat. Masing-masing pihak memiliki peran yang berbeda 
tetapi saling melengkapi. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan, sektor 
swasta sebagai penggerak ekonomi, dan masyarakat sebagai pelaku utama di lapangan. 

Kemitraan ini penting dalam pengembangan pariwisata karena dapat 
menyatukan berbagai kepentingan agar tujuan pembangunan pariwisata bisa tercapai 
secara bersama-sama dan berkelanjutan. 
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2. Peran Tata Kelola Kolaboratif 
Dari hasil analisis, tata kelola kolaboratif menjadi faktor penting dalam 

keberhasilan kemitraan. Tata kelola ini menekankan pada kerja sama antar pihak yang 
didasari oleh partisipasi, transparansi, dan kepercayaan. 

Dengan adanya kolaborasi yang baik, hubungan antara pemerintah, swasta, dan 
masyarakat menjadi lebih terarah. Hal ini juga membantu dalam mengurangi konflik 
serta meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan pariwisata. 
3. Implementasi di Kota Malang 

Berdasarkan literatur yang dikaji, Kota Malang memiliki potensi besar dalam 
pengembangan pariwisata berbasis kemitraan. Beberapa bentuk kerja sama yang 
terlihat antara lain: 
1. Kerja sama pemerintah dengan pelaku usaha 
2. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata 
3. Peran komunitas dalam promosi pariwisata 

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti 
kurangnya koordinasi antar pihak, keterbatasan sumber daya manusia, serta 
partisipasi masyarakat yang belum merata. 
4. Keterkaitan dengan Pariwisata Berkelanjutan 

Kemitraan multi-pihak berperan dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Hal 
ini terlihat dari dampak yang dihasilkan, yaitu: 
1. Dari segi ekonomi, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 
2. Dari segi sosial, dapat menjaga budaya lokal 
3. Dari segi lingkungan, mendorong pengelolaan yang lebih ramah lingkungan 

Dengan demikian, pengembangan pariwisata tidak hanya berfokus pada 
keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan. 
5. Kesesuaian dengan SDGs 17 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan multi-pihak sesuai dengan 
prinsip SDGs 17, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan. Kerja sama 
antar sektor menjadi kunci dalam mencapai pembangunan yang inklusif. 
Kemitraan ini membantu dalam: 
1. Mengintegrasikan kebijakan 
2. Meningkatkan kapasitas lembaga 
3. Mempermudah akses sumber daya 

 Namun, dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak agar kerja sama dapat 
berjalan dengan optimal. 
6. Analisis dan Implikasi 

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kemitraan multi-pihak merupakan 
strategi yang cukup efektif dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Akan 
tetapi, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas kerja sama antar pihak. 
Oleh karena itu, diperlukan: 
1. Penguatan koordinasi antar stakeholder 
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 
3. Peningkatan partisipasi masyarakat 

 
KESIMPULAN 

Kemitraan multi-pihak memiliki peran penting dalam menciptakan pengelolaan 
pariwisata yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan adanya kerja sama yang baik, 
pengembangan pariwisata dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta tetap 
menjaga lingkungan dan budaya. 
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Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kemitraan multi-pihak 
memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di 
Kota Malang. Kemitraan ini melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, sektor 
swasta, masyarakat, dan komunitas yang saling bekerja sama sesuai dengan perannya 
masing-masing. 

 Keberhasilan kemitraan tersebut sangat dipengaruhi oleh penerapan tata kelola 
kolaboratif, seperti adanya partisipasi aktif, transparansi, serta kepercayaan antar 
pihak. Dengan adanya kolaborasi yang baik, pengelolaan pariwisata dapat berjalan 
lebih efektif dan terarah. 

Selain itu, kemitraan multi-pihak juga berkontribusi dalam mewujudkan 
pariwisata berkelanjutan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Hal ini 
juga sejalan dengan tujuan United Nations dalam Sustainable Development Goals, 
khususnya SDGs 17 yang menekankan pentingnya kemitraan dalam mencapai 
pembangunan. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala, 
seperti kurangnya koordinasi antar stakeholder, keterbatasan sumber daya manusia, 
serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Oleh karena itu, perlu adanya 
perbaikan agar kemitraan yang dilakukan bisa lebih optimal. 
Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat 
dilakukan, yaitu: 
1. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder 

Pemerintah dan pihak terkait perlu memperkuat komunikasi dan koordinasi agar 
kerja sama dapat berjalan lebih efektif dan tidak terpisah-pisah. 
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

Perlu adanya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi masyarakat dan pelaku 
pariwisata agar lebih siap dalam mengelola sektor pariwisata. 
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat 

Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pengembangan 
pariwisata, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. 
 4. Menyusun kebijakan yang mendukung kolaborasi 

Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendorong kerja sama antar berbagai 
pihak agar kemitraan dapat berjalan secara berkelanjutan. 
5. Mengembangkan pariwisata berbasis keberlanjutan 

Pengembangan pariwisata harus tetap memperhatikan keseimbangan antara 
aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. 
6. Mengoptimalkan implementasi SDGs 17 

Semua pihak perlu memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan kemitraan 
sebagai strategi utama dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. 
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